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WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 530 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 230

TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 230 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, namun dalam perkembangannya terdapat usulan
dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait
pergeseran anggaran obyek belanja, rincian obyek belanja
dalam kegiatan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud
perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran antar
rincian obyek belanja dalam obyek belanja, antar obyek
belanja dalam jenis belanja dapat dilakukan dengan
merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, sedangkan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat
dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang
APBD;
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c. bahwa ...
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c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 137 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa SiLPA tahun
sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang
digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
atas beban belanja langsung;

d. bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran poin 23
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2017, dalam hal Pemerintah Daerah
mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan
pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun
belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode
rekening berkenaan, dan tata cara penganggaran dimaksud
terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran
2017, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 230
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

3. Peraturan ...
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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 230 TAHUN

2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I
Peraturan Walikota Bandung Nomor 230 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor
8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli
Daerah

Rp. 3.065.143.012.234,00

b. Dana Perimbangan Rp. 2.592.216.225.000,00
c. Lain-lain Pendapatan

yang Sah
Rp. 846.425.445.268,00

Jumlah Pendapatan Rp. 6.508.642.846.502,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 2.241.383.183.948,80
2) Belanja Subsidi Rp. 4.592.725.000,00
3) Belanja Hibah Rp. 380.964.019.315,00
4) Belanja Bantuan

Keuangan
Rp. 1.000.000.000,00

5) Belanja Tidak
Terduga

Rp. 5.400.000.000,00

Rp. 2.633.339.928.263,80

b. Belanja ...
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b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 341.667.708.717,00
2) Belanja Barang dan

Jasa

Rp. 2.270.121.549.876,20

3) Belanja Modal Rp. 1.652.946.944.408,00

Rp. 4.264.736.203.001,20

4) Jumlah Belanja Rp. 6.893.217.967.265,00
5) Surplus/(Defisit) Rp. (389.433.284.763,00)

setelah Perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 492.433.284.763,00
b. Pengeluaran Rp. 103.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto Rp. 389.433.284.763,00

Sisa lebih pembiayaan Rp. 0,00

Anggaran tahun

berkenaan

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan

dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat

Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal ...
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Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 2 Mei 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027


